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saat dlhubungl, Rabu }\ ,
Fadli menutukan, | ersoalan

tersebut harus dltangam secara
serius. la meminta kepada pthak“{j ,
keamanan negara untuk terlbat

delam hal i, “Ini buken pefsoa-

Lan Pilptes, i persodlan negara
karena WNA bisa dapat e-KTP na-
manya infiltrasi. Harusnya TNI
sudah dalam kasus ini, Kita tidak
tahu latar belakang mereka, bisa

sajamereka tentara,” sebut Fad1
Menurut Fadli, seharusnya Tim

i Apa mendapat-

ttur pohtlkus Pata Gerindraifu.  ada izin tmggal sementara ,jadi

Pengawasan Orang Asing ( (Tim  diJakarta, Selasa (2702).

Pora) bisa lebih mengawasi ke-  Riza mengatakan, jika WNA
beradaan WNA di Indonesia, Se-  tersebut menetap di Indonesia,
bab, dikhawatirkan mereka bisa pihak Imigrasi hanya memperbo-
mendapatkane -KTP Seceta alehkanWNA memiliki Visa,

o flegal % spor dan Kitas-nya
“adi, kalau ada saja sebagai peng
yang mendipa e- ‘

KTP, harus dicek. -

- kannya ilegal
atau legal. Kalau
, ilegal, artinya
harus ada yang
diperiksa, sisi ke-

amanan nasional ini
sangat membahay

“Kalau dia
mggal di Indo-

Wakil Ketua Komist I DPRRI, ~ nggak boleh dikasih KTP. Salah
Ahmad Riza Patria menegaskan itu,Masak orang asing dikasih

Warga negara asing tidak diperbo-  KTP, “ terangnya.
Mehhat halitu, dia mengatakan '

leftkan memiliki e-KTP. “Jadi be-
giniya, KTPitu hanya untuk WNI, Komisi II DPR akan Segera me-

tidak boleh WNA memperoleh manggil kepala daerah terkait
KT, Ujarnya kepada wartawan untuk mengklarifikasi perihal ‘

Heﬂa WNA itukan

da Penyusupan dari WNA"

. tersebut Sebab sepengetahuan-

nya, hanya WNI lah yang boleh '
memili e-KT.,
‘Terpisah, Menter Hukum dan
Hak Asasi Manusia (Menkumham)
Yasonna H Laoly mengatakan p-

ng-  KTP antara warga negara Indo-

nesia (WNI) dengan WNA dapat
dibedakan baik dan seg1 Warna
maupun bentuk. 0§
“Memang saya kira ke depan ha-
rus dibedakan kartu tanda pen-
duduk antara WA dengan WNT,
kami saranken ke pibak admln-
istrasi penduduk jangan sampai
¢-KTP untuk WNI sama seperti
untuk orang asing,” jar Yasonna
i Gedung Jakarta Convention Cen-
ter, Rabu(aga)
Menurutnya, UU Administrasi
Kependudukan teléh mengatur,
NI serta orang asing yang telah

- memilikd zin tinggal atau telah

menikah di Indonesia wajib me-
miliki e-KTP. Namun, tidak berart
memilikihak dan kewajlban yang
sama dengan WNL. (aen)
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